
 

 
 

 

 

 
BUPATI TABALONG 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TABALONG 

NOMOR  66  TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 

MASTERPLAN PENGEMBANGAN SMART CITY KABUPATEN TABALONG 

TAHUN 2019-2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TABALONG, 

 

Menimbang   : a. bahwa visi Kabupaten Tabalong adalah terwujudnya 
masyarakat Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan 

Mandiri;  

 b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten 
Tabalong menuju Smart City diperlukan arah 

pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman 

kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada 

perangkat daerah yang disusun dalam bentuk 
Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten 

Tabalong; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan 

Pengembangan Smart City Kabupaten Tabalong Tahun 

2019-2024; 

 

Mengingat 1. 

 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725);  
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 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5952); 

 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038);  

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan 
Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan 

Informatika; 

 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 

Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong 03), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 
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Tahun 2018 Nomor 15); 

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 

Nomor 04); 

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabalong  Nomor 02); 

 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN 
PENGEMBANGANN SMART CITY KABUPATEN TABALONG 

TAHUN 2019-2024 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tabalong. 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong. 

4. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan 

pengembangan program dan kegiatan. 

5. Smart City adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, 
manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif 

dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada 

warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. 
 

BAB II 

SISTEMATIKA MASTERPLAN 
 

Pasal 2 

 
Masterplan pengembangan Smart City Kabupaten Tabalong memuat arah 

kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat 

daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2024 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi 
Kabupaten Tabalong. 
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Pasal 3 

 
Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:  

a. pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi 

pembangunan daerah menuju Tabalong Smart City; dan 

b. pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pogram kegiatan 
yang mendukung pengembangan Smart City. 

 

Pasal 4 

(1) Sistematika masterplan pengembangan Smart City Kabupaten Tabalong 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

 a. BAB I PENDAHULUAN 

 b. BAB II VISI SMART CITY KABUPATEN TABALONG 

 c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY 

 d. BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH 

 e. BAB V PETA JALAN SMART CITY DAERAH 

 f.  BAB VI PENUTUP  

(2) Rincian sistematika masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini.  

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. 
 

 

  Ditetapkan di Tanjung  

  pada tanggal  30 Desember 2020 
 

BUPATI TABALONG, 

 
            TTD 

 

ANANG SYAKHFIANI 
 

Diundangkan di Tanjung 

pada tanggal 30 Desember 2020               
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,  

 

                     TTD 
 

ABDUL MUTHALIB SANGADJI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 68 


	BUPATI TABALONG
	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

